
 

 

 

PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 10/PERMEN-KP/2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
NOMOR 56/PERMEN-KP/2014 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA 

(MORATORIUM) PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH 
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan analisis dan 

evaluasi perizinan usaha perikanan tangkap dan 

pengelolaan dampak penghentian sementara (Moratorium) 

perizinan usaha perikanan tangkap, perlu dilakukan 

perpanjangan atas penghentian sementara (moratorium) 

perizinan usaha perikanan tangkap di Wilayah 

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Nomor 

56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara 

(Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di 

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 

Indonesia; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);  

  2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta 

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 

Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

126); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang 

Penataan Tugas dan fungsi Kabinet Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); 
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  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 

  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

  7.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di 

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 81) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-

KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1782); 

  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara 

(Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di 

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 

(Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2014 Nomor 

1762); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 56/PERMEN-KP/2014 
TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) 

PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH 
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 

  

Pasal I 

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan 
Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1762) diubah, 
sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

Penghentian sementara perizinan usaha perikanan tangkap sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015. 
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Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 23 April 2015 

2  April            2014         
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

ttd. 
 
 
 

SUSI PUDJIASTUTI 

 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 24 April 2015 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 

 

YASONNA H. LAOLY 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 616 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


